
 
 

 
 
 

 
BUPATI KUDUS 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI KUDUS 

NOMOR  5  TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 33 TAHUN 

2016 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA 
APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KUDUS, 
 

Menimbang :  a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan 
Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara dalam 
pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat didorong 

dengan peningkatan kesejahteraannya, telah ditetapkan 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang 

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur 
Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 
Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan 

Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kudus; 
 
  b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri 

tanggal 29 Januari 2021 Nomor 900/634/keuda perihal 
Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada 

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan  perubahan 
kedua Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 

tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada 
Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;  

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian 

Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan 
Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kudus; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3846); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5135); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477) 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6264); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

 
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
 

15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

 
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 453); 

 

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 454); 

 
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 

 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

 
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 
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21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252); 

 
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara  Nomor 21 

Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil; 

 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007   Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193); 

 
27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang 

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur 
Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2016 Nomor 33), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 
Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan 
Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 
58); 

 
Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Januari 2021 Nomor 

900/634/keuda perihal Pemberian Persetujuan Tambahan 
Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG 

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA 
APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON APARATUR SIPIL 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS. 
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Pasal  I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 
Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan 
kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 33), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 
Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan 
kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 58), diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

 
1. Bupati adalah Bupati Kudus. 

 
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

 
3. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara termasuk Calon 

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kudus. 

 
4. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang 
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

 
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

 
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

 
7. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Tambahan 

Penghasilan yang diberikan berdasarkan beban kerja 
kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil 
Negara untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan 
pegawai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 
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8. Beban Kerja adalah beban kerja Aparatur Sipil Negara dan 
Calon Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Bobot 
Jabatan, Beban Kerja Pegawai, dan Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

 
9. Bobot Jabatan Pegawai adalah penetapan proporsi bobot 

jabatan pegawai berdasarkan unsur-unsur kelas jabatan, 
tipologi perangkat daerah, rentang kendali dengan 
mempertimbangkan faktor internal dan eksternal 
penambahan bobot jabatan. 

 
10. Beban Kerja Pegawai adalah sekumpulan atau sejumlah 

kegiatan yang harus diselesaikan oleh individu/ pemegang 
jabatan dalam jangka waktu tertentu. 

 
11. Rincian Aktivitas Pegawai adalah rincian kegiatan atau 

aktivitas yang dilaksanakan oleh masing-masing 
individu/jabatan dalam rangka melaksanakan dan 
menyelesaikan tugas dan fungsinya. 

 
12. Tambahan pekerjaan adalah pekerjaan/tugas lain yang 

diberikan oleh atasan selain pekerjaan/tugas pokok. 
 

13. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang selanjutnya disebut Kinerja Pelaksanaan 
APBD adalah capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah pada Perangkat Daerah yang diukur 
berdasarkan kualitas, efektivitas dan ketepatan. 

 
14. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai Aparatur 

Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama. 

 
15. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara 

yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi 
pemerintah. 

 
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara 

yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi 
pemerintah. 

 
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur 

Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan 
kegiatan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan. 

 
18. Sistem Aplikasi Pemerintah Kabupaten Kudus adalah 

aplikasi yang memuat informasi layanan publik, 
pengaduan pelayanan publik/masyarakat dan tindak 
lanjut hasil pengaduan publik/masyarakat. 

 
19. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta 
kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam 
formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 
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20. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta 
kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta pasangan dan 
anak yang menjadi tanggungan. 

 
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 3 

 
(1) Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kudus. 

 
(2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun 
paling banyak 14 (empat belas) kali atau sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
(3) Tambahan Penghasilan Pegawai bukan merupakan hak, 

tetapi merupakan penghargaan kepada Pegawai karena 
dedikasi, loyalitas dan disiplinnya dalam upaya 
meningkatkan kinerja sesuai tugas dan fungsinya. 

 
(4) Tambahan Penghasilan Pegawai di Kabupaten Kudus 

ditetapkan berdasarkan Beban Kerja, yang terdiri dari: 
a. bobot jabatan pegawai, dengan pembobotan 45% 

(empat puluh lima persen); 
b. beban kerja pegawai, dengan pembobotan 40% (empat 

puluh persen); dan 
c. kinerja pelaksanaan APBD, dengan pembobotan 15% 

(lima belas persen). 
 
(5) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), diperhitungkan pula dengan 
disiplin pegawai berdasarkan tingkat kehadiran. 

 
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 4 

 
(1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Calon Aparatur Sipil 

Negara dan PPPK diberikan sebesar 80% (delapan puluh 
persen) dari besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi 
Aparatur Sipil Negara. 

 
(2) Penetapan bobot jabatan bagi Jabatan Fungsional Umum    

Calon Aparatur Sipil Negara diturunkan 1 (satu) dari 
bobot jabatan yang seharusnya sampai dengan diangkat 
menjadi PNS. 

 
(3) Penetapan bobot jabatan bagi Jabatan Fungsional 

Tertentu Calon Aparatur Sipil Negara diturunkan 1 (satu) 
dari bobot jabatan yang seharusnya sampai dengan 
diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu. 

 
(4) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada 

Pegawai Honorer Daerah. 
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(5) Bagi Guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 
tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan 
Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan 
Profesor atau tidak mendapatkan tambahan penghasilan 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 
tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri 
Sipil serta tenaga pelaksana dan penunjang pelayanan 
kesehatan yang mendapatkan uang jasa pelayanan 
kesehatan, hanya diberikan Tambahan Penghasilan 
Pegawai berdasarkan bobot jabatan, dan tidak diberikan 
Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja 
pegawai dan kinerja pelaksanaan APBD. 

 
4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 22 
 

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima oleh 
Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dipengaruhi oleh disiplin Pegawai berupa tingkat 
kehadiran (presensi) sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bupati Kudus yang mengatur tentang Sistem Kehadiran 
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. 

 
(2) Presensi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran 
pegawai yang meliputi : 
a. keterlambatan masuk kerja ; 
b. kepulangan mendahului jam kerja ; 
c. ketidakhadiran kerja karena cuti ; dan 
d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti. 

 
(3) Cuti tahunan dan dinas luar yang meliputi pelaksanaan 

diklat, perjalanan dinas luar daerah/luar negeri dan 
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya, dihitung 
sebagai masuk kerja. 

 
(4) Selain ditentukan berdasarkan indikator kehadiran 

pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
potongan/pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai 
juga ditentukan dari kedisiplinan dalam pelaporan LHKPN 
atau LHKASN bagi Pegawai yang wajib membuat dan 
melaporkan LHKPN atau LHKASN. 

 
5. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal baru 

yakni Pasal 24 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 24 A 
 

(1) Pegawai yang belum melaporkan LHKPN atau LHKASN 
sampai akhir batas waktu yang ditentukan, dikenakan 
potongan/pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima 
persen) dari besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang 
seharusnya diterima per bulan selama jangka waktu 
keterlambatan. 
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(2) Tambahan Penghasilan Pegawai  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibayarkan penuh setelah Pegawai yang 
bersangkutan melaporkan LHKPN atau LHKASN dan 
pembayarannya dilaksanakan pada bulan berikutnya. 

 
6. Ketentuan Pasal 34A diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 34A 

 
(1) Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai dikenakan Iuran 

Jaminan Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari yang 

diterima setiap bulan dengan komposisi 4% (empat persen) 
dibayar oleh Pemerintah Daerah dan 1% (satu persen) 

dibayar oleh masing-masing Aparatur Sipil Negara. 
 

(2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan 

pada tanggal 15 atau tanggal 25. 
 

(3) Dalam hal tanggal 15 atau tanggal 25 jatuh pada hari libur 

atau hari yang diliburkan, pembayaran Tambahan 
Penghasilan Pegawai dilaksanakan pada hari kerja 

berikutnya. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Kudus. 
 

 Ditetapkan di Kudus 

 pada tanggal 1 Maret 2021 
 

Plt. BUPATI KUDUS 
WAKIL BUPATI, 

 

 
 

H A R T O P O 
  
Diundangkan di Kudus 

pada tanggal 1 Maret 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

 
 

 
SAM’ANI INTAKORIS 

 

 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN   2021   NOMOR 5. 
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